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KEPUTUSAN DESA KASMARAN
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TENTANG

PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI PELAKSANA DESA KASMARAN

KEPALA DESA KASMARAN

Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan,

disimpan, dikelola, dikirim danf atau diterima oleh Badan

Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan

penyelenggaraan Pemerintah Kecamatan;

b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat

dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang

lengkap, akurat dan factual serta media sebagai sarana

pelayanan informasi.

Bahwa pelayanan informasi dan komunikasi dilingkungan

Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin agar

berdayaguna dan berhasilguna, perlu dikelola secara optimal;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, b dan c. perlu ditetapkan Keputusan Camat

tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi PELAKSANA.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Daerah TK.II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Irlomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2OO8 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor a8a6l;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2OA8 tentang Keterbukaan

Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

24rc Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 51a9);
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d.
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Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO9 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9

Nomor I12, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2O1O tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor L4 Tahun 2008

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2O1O Nomor 99, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 51a9);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang

Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik Indonesia

Tahun 2OL4 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 9

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah

Kabupaten Musi Ban5ruasin Tahun 2016 Nomor 9);

Peraturan Bupati $omor 43 Tahun 2017 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun ZALZ

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan

Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol7

Nomor t57l;
Keputusan Bupati Musi Ban5ruasin Nomor 280/KPTS-

DINKOMINFO/2021 tentang Pengelola Layanan Informasi

dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Musi Ban5ruasin.

MEMUTUSKAN

Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
dengan susunan dan, personalia sebagaimana tersebut dalam
l,ampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Desa ini.

Ttrgas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
(PPIDP) sebagimana dimaksud dalam dictum r{tsaTu adalah :

a. Membantu PPID Utama melakukan tugas dan tanggungiawab dan
kewenangannya.

b. Menyampaikan Informasi dan Dokumentasi kepada PPID Utama yang
paling sedikit 6 (Enam) bulan sekali atau sesuai kebutuhan

c. Melaksanakan Kelijakan Teknis Informasi dan Dokumentasi sesuai

10.

KESATU :

KEDUA



KETIGA :

KEEMPAT:

KELIMA:

tugas pokok dan fungsinya.
d. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan

dokumentasi bagr pemohon informasi secara cepat, tepat dan
berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima

e. Mengumpulkan, mengolatr dan mengkompilasi bahan dan data lingkup
komponen di lingkungan Peranglat Daerah masing-masing menjadi
bahan informasi publik; dan

f. Menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis pelayanan
informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala
dan/ atau sesuai kebutuhan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Dlr(flm KtsA?u
bertanggungiawab kepada Kepala Desa Kasmaran Kecamatan Babat
Toman Kabupaten Musi Ban5ruasin.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Kepala Desa ini dibebankan pada DPA Desa Kasmaran Kecamatan
Babat Toman Kabupaten Musi Ban5ruasin.

Keputusan Kepala Desa ini Mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu
Pada tanggal : 11 Oktober 2O2L

DESA KASMARAN
MUSI BAIYYUASIN



LAilPIRAIT

KEPALA DESA KASMARAN I(AB. MTIBA
NOMoR: L4Ol 48 lKtr$lz0Oglzo2l

TENTAITG PEIf,BENTT'IIAN P&'ABAT PENGELOLA
INFIORIUASI DAN DOKT'MENTASI PTLAKSANA

SU$ITTAfi DAN PERSOITALIA

Ito JABATAIT DAI,AII ORGAITISASI JABATAN DALAM
DESA

ITAMA & ITO
TELPON

1 2 3 4
1 Pengarah/ Atasan PPID Pj. Kepala Desa As'at, SE.,M.Si

o42fi9527976
2. Pejabat Pengelola Inforrnasi dan

Dokumentasi (PPID)

Kaur. Keuangan Khumaidi

081288626A71

3. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi

Informasi

Kaur. Umum &

Tata Usaha

Masda Rahadian

oa227996667L

4. Bidang Pengelola Data dan Klasifikasi

Informasi

Kaur. Perencanaan Adi Susanto

482306274454

5. Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Sekretaris Desa Idil Idham

0852 rc74fi46
6. Admin PPID Kasi Kesejahteraan Nazri

0821837284L4



STRTII(TTIR ORGAITISASI

PPID PEL/TKSANA DESA KASMARAN KECAMA.TAN BABAT I1OMAN
NASI'PATEIT MUSI BAIYYI'ASNT


